
ABSTRAK 

Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia,

mencapai  sekitar  680.000  hektar  per  tahun,  yang  mengakibatkan  Indonesia

kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup besar dan menghasilkan emisi gas

rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Deforestrasi mulai menjadi masalah serius

pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan (illegal logging),

yang  awalnya  bertujuan  untuk   mengembangkan  system  produksi   kayu  dan

akhirnya  terus melaju  menuju  degradasi  hutan yang serius.

Dalam  Pasal  12  huruf  (k)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah secara  tegas menyatakan

bahwa  setiap  orang  dilarang  menerima,  membeli,  menjual,  menerima  tukar,

menerima titipan  dan/  atau memiliki  hasil  hutan yang di   ketahui  berasal  dari

pembalakan liar.

Ketentuan pidana mengenai kejahatan illegal logging juga telah diatur

dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa:

“Orang  perseorang  yang  dengan  sengaja  menerima,  membeli,

menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil

hutan  yang  diketahui  berasal  dari  pembalakan  liar  sebagaimana  di

maksud  dalam  pasal  12  huruf  k  dipidana  dengan  pidana  penjara

paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan

pidana denda paling sediit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

dan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta

rupiah).” 

Kemudian pada ayat (4) huruf a, menyatakan bahwa:

“Korporasi  yang  menerima,  membeli,  menjual,  menerima  tukar,   menerima

titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5

(lima)  tahun dan paling lama 15 (lima belas)  tahun serta  pidana  denda paling

sedikit  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Kata kunci : penegakan hukum, illegal loging, hukum pidana 
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